
Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu 
pelayanan kesehatan serta meningkatkan cakupan kualitas 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga perlu 
pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan 
dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas 
dengan memperhatikan potensi daerah; 

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka untuk kelancaran 
dan tertib administrasi pengelolaan dana retribusi 
pelayanan kesehatan yang transparan dan akuntabel, 
dipandang perlu penetapan tata kelola penggunaan dana 
retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD), Pusat Kesehatan Masyarakat 
(PUSKESMAS), Laboratorium Kesehatan Daerah 
(LABKESDA) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 

1 .  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten 
Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); / 
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4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011  Nomor 310 ) ;  

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam 
Penyelenggaraan Program J aminan Kesehatan 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan 
Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017/ 
Nomor l); · 
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan 

Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 3). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG 

TATA KELOLA PENGGUNAAN DANA RETRIBUSI JASA 

PELAYANAN KESEHATAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Uu Timur; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur; 

3 . Kepala Daerah adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur; 

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang 
Undangan yang berlaku; 

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur; 

6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat 

RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah di wilayah 

Kabupaten Ogan Komering Uu Tinur; 

7 . Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; 

8 . Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat beserta 

jejaringnya (PUSKESMAS) di wilayah Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Timur; 

9. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat 

sebagai (LABKESDA) adalah laboratorium Kesehatan Daerah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; 

10. Kas Umum Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur tempat penyimpanan uang Daerah yang 

ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
daerah; 

1 1 .  Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut 

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas 
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Laboratorium 
Kesehatan Daerah (LABKESDA) di Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur; 

12 . Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam 
rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite,( rehabilitasi medik dan/ a tau pelayanan Jainnya; 
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13. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas 
pemakaian sarana dan fasilitas Puskesmas yang dipergunakan 
langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, 
diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi tidak termasuk 
penyediaan makanan dan minuman. 

BAB II 
TATA LAKSANA DAN PENGALOKASIAN DANA RETRIBUSI 

DANA JASA PELA YANAN KESEHATAN 
Pasal 2 

Pengelolaan pembagian Retribusi Pelayanan Kesehatan ditentukan 
sebagai berikut: 

(1 )  Jasa Sarana dan peralatan 40% dari pungutan retribusi 

pelayanan tersebut sebagai setoran langsung ke kas Pemerintah 
Daerah untuk PAD; 

(2) Jasa Pelayanan Petugas Kesehatan 40 % dari pungutan 
Retribusi Pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. untuk jasa Medis sebesar 40 %; 

b. untuk Paramedis 35 %; 

c. untukjasa Non Paramedis sebesar 25 %; 

(3) Belanja Obat-obatan dan belanja Barang habis pakai 20%. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 
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Ditapkan di Martapura 
1 " e a a a  a0ao \ UPATI OGAN K ERING ULU TIMUR, 

Diundangkan di Martapura pada tanggal 16 Jan0ari 2020 
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